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BAB I
PENDAHULUAN

.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Organisasi perangkat daerah merupakan dokumen
perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi
perangkat daerahberpedoman pada RPIMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra
organisasi perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Organisasi
Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan
Rancangan Akhir Renstra-Perangkat-Daerah; dan (4) penetapan-Renstra-Perangkat Baerah.

- -Renstra- organisasi.-perangkat .- daerah. ‘memiliki. :keterkaitan . .dengan :dokumen
perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra
organisasi perangkat daerahdengan RPIMD, Renstra K/L dan Renstra Organisasi perangkat
daerah Provinsi, dan dengan Renja organisasi perangkat daerahdiuraikan sebagai berikut.
Penyusunan Renstra Organisasi perangkat daerah mengacu pada tugas dan fungsi organisasi
perangkat daerahsesuai dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi perangkat
daerahProvinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPIMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan
Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Organisasi perangkat daerah Provinsi, Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPIMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Organisasi perangkat daerahProvinsi dapat
digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

£
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Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Organisasi perangkat daerah Provinsi
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Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Organisasi perangkat
daerahKabupaten/Kota
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Renstra Organisasi perangkat daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat
strategis. Renstra Organisasi perangkat daerahmenjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Organisasi perangkat daerahyang disusun setiap tahun selama kurun waktu
lima tahun. Selain itu Renstra Organisasi perangkat daerahmenjadi acuan dalam pengendalian
dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi

fenja Perangkat Daerah.
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1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Organisasi perangkat Dinas Pengendalian
pendudul; dan Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Flores Timur daerah tahun 2017 — 2022 adalah sebagai berikut:
1, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara
__Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor: 4286); i e

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419,

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan
Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
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11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran
Negara Republik Irndonesia Nomor 4960 );

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol ~Mencegah,

.. Menindak -dan . Menghukum: Perdagangan..Orang sterutama- -Perempuan .dan Anak .

16.

17.

18.

19.
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

20.

21.

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang
Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga (T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas U
n Lembaran Negara Republik

ndang-Undang Nomor

23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambaha

Indonesia Nomor 5606);
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22.

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama

Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara

.. Republik Indonesia Nomor 5606);

26.

27.

28.

29.

;Peraturan Pemerintah Nomor 8 .TFahun 2006 temtang Laporan:Keuangan;Dan Kmerja ;

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan
Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 162);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

' Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat- Daerah, Dan Informasi Laporan. :

30.

31.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
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32.

33.

34.

36.

37.

38.

39.

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4698); ;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

.Keuangan Daerah-sebagaimana telah diubah.beberapa kali, terakhir dengan:Reraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 -
2025.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010
tentang Standart pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di
Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
pPemerintah Nomor 8 -Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
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L.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi perangkat daerahadalah
menyediakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerahuntuk kurun waktu lima
tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan organisasi perangkat daerahsebagai penjabaran
dari RPIMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra  Organisasi perangkat  daerah
Provinsi/Kabupaten/kota yaitu sebagai berikut: |
1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan
- ~fungsi organisasi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
2) -Menyediakan.tolok ukur kinerja pelaksanaan.program dan kegiatan,organisasi perangkat
daerahuntuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur organisasi perangkat daerahdalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) organisasi perangkat daerah yang merupakan

dokumen perencanaan organisasi perangkat daerahtahunan dalam kurun waktu lima
tahun.

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis organisasi perangkat daerah tahun 2017 - 2022 disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut:
“BabI Pendahuluan :
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, :
sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah, |

e

Bab III Isu- Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungs; P& )

/\ Bab ll’)l berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungs1_"
pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementenan/lembaga, telaahan
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Renstra organisasi perangkat daerahProvinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-
isu Strategis. Vi th

s R et

=

7
Bab IV Tujuan dan Sasaran| Stratengz_m Kebuakanj h S /9’(/5 4

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah,
strategi dan kebijakan perangkat daerah.

BabV Rencana Program dan Kegiatan,\llcﬂkator Kinerja, Kelompok Sasaran,
dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VI Indikator Kinerja Organisasi perangkat daerahyang Mengacu pada Tujuan
.. dan:Sasaran:RPIJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja organisasi perangkat daerah Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPIMD.
Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat
daerah
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Pewstva DPEZREP3A Tadun 2017- 2022

BABII
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

21 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
211 Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daefah. dan Peraturan.
Kepala daerah Nomor 78 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi

perangkat daerah. Susunan organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai
berikut:

“KepalaDinas

Sekretaris

o

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
c. Bidang Pengendalian Penduduk
1) Seksi Advokasi dan Kerjasama
2) Seksi Data dan Informasi
3) Seksi Pengendalian Pergerakan Penduduk
d. Bidang Keluarga Berencana
1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi
2) Seksi.Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana .
3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan Keluarga Berencana
e. Bidang Pemberdayan Perempuan
1) Seksi Bina Ekonomi Perempuan Keluarga Berencana
2) Seksi Bina Sosial, Politik dan Hukum ;
3) Seksi Bina Kualitas Keluarga
f.  Bidang Perlindungan Anak
1) Seksi Pengasuh Alternatif dan Pendidikan
2) Seksi Hak Sipl, Informasi dan Partisipas
3) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteran

Struktur organisasi organisasi organisasi perangkat daerah adalah Vsebagai berikut: |

10
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI :
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Renstra DPCREPIA Tahun 2017-2022

KABUPATEN FLORES TIMUR
Kepala Dinas
Sekretaris
Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
Umum dan Keuangan Program, Data
Kepegawaian dan Evaluasi

Bidang
Pengendalian Penduduk

~_Bidang
Keluarga Berencana

Bidang
Pemberdayaan Perempuan

Bidang
Perlindungan Anak

~

Y

A

A

Seksi
Advokasi dan Kerjasama

Seksi Pengendalian

Seksi Bina Ekonomi Perempuan
Kepala Keluarga

Seksi Pengasuh Alternatif dan
Pendidikan

A

Pendustnbusian Alat Kontrasepsi

A

A

4

Seksi ’ 'ff,Seksi Seksi Bina Sosial, Politi, dan Seksi Hak Sipil, Informasi, dan
Data dan Informasi Jaminan Pelayanan KB Hukum Partisipasi
I il v }
Seksi Pengendalian Pergerakan Seksi Pembinaan dan Seksi Seksi Kesehatan Dasar dan

Penduduk

Peningkatan Kesertaan KB

Kualitas Keluarga

Kesejahteraan
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Renatra DPERCPIA Tabun 2017 -2022

2.1.2  Uraian Tugas
Organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur
Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
seta Tata Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana,
Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok
menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Kelurga
Berencana, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, organisas
perangkat daerah menyelenggarakan tujuan :
a; “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efisien dan efektif
« w0 by T eswujudnya-penataan: kelembagaan:berdasarkan:pembagian:tugas.yang: }etas
c. - Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
d. Tercapainya penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan
pelayanan serta pelayanan masyarakat secara terkendali dan bertanggung jawab.

2.2 Sumber Daya Organisasi perangkat daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)
Uraian pengantar mengenai jumiah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di

perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur
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Bewstha DPEREPIA Taliun 20172022

Tabel 2.1

' Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2017

| PNS Non PNS
No | Tingkat Pendidikan Jumlah
L P L P
1 | St 10 | 12 ] 18| 19 ] s
2 | Dil : 1 4 10 15
3 | SMA sederajat 20 14 B 3 45
4- --SMP sederajat - - . 2
518D 1 N I O 1
; N

Uraian analisis kondisi pegawai organisasi perangkat daerah berdasarkan tingkat
pendidikan dapat dilihat bahwa baik jumiah PNS maupun Non PNS yang berpendidikan
S1 lebih dominan daripada tingkat pendidikan yang lain

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di perangkat
daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perfindungan Anak Kabupaten Flores Timur

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2017

No Golongan L P i Jumlah
' 1| Golongan IV 6 |4 10
' 2 | Golongan Hll 0 |22 4
t 3 | Golongan i 5 - ! 5
2 4 | Golongan | 1 - K
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2.3  Kinerja Pelayanan Organisasi perangkat daerah

—

Error! Reference source not found. 2.4 . -
Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuar dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores
Timur 2012 -2016 :

Target Target Targez l:enitrtadoarga:lsam Realisasi Capaiafi ‘ Rasio Capaian
. . arge . perangkat daera )
ada Tahun ke-- . pada Tahun ke
NO Indikator Kinerja Satuan KK I'r_1d'|kator pada Tahun ke- P S
ainnya - .
P s e s [T 2 3 a5 7 T2T5 4| 5
, , 5 < 3
1, |Frovelansi Peserla KB AKIF | % 6256 64,60 | 6480|6640 | %40 64 | 65 | 4220 5334 | 383 | 103 | 102 | 6820 | 8282|5625
] éakupanAnggota BKB yang‘m— % A
2. |BerKB 0 | &5 | 70 7050|700 o |65 | 74 |e720 | T2 | ¢ | 100 | 10571 | as78 |e574
Cakupan Anggota UPPKS Ber- % 87 50 | 8291
3. |KB 0 81 87 |87,50 ! 0 75 61,7 | 82,91 ' 0 92,59 | 70,91 |94,75 (94,75
[4. /A“gka'a” Kerja Perempuan % 95 | 63 |6340[6398 %% | 65 | 63 [66,15 4137 | 17| 69 | 100 | 108 64,66 | 64,66
Prosentase Perempuan di % 1,50 . . 1
5. Lembaga Pemerimahan 0 1,33 1,40 1,50 ! 00 63 1,40 1,91 . 19 0 100 100 127,33 127,33
Cakupan Perempuan dan anak % ) i
8. |yang mendapatkan layanan 41 (.50 50 | 50 80 | 3478 | 50 37,7 | 15,15 15,15 | 85 100 754 130,30 | 30,30
bantuan Hukum '
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Berdasarkan Tabel 2.4. Data kinerja pelayanan Keluarga Berencana menunjukan bahwa cakupan
peserta KB aklif pada tahun 2013 sebesar  65% dari pasangan usia subur yang ada atau
mengalami peningkatan sebesar 1,00% dari tahun 2012 Sedangkan tahun 2014 menurun menjadi
42,20 % namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 11% namun pada tahun 2016
mengalami penurunan menjadi 36,63%. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat fluktuasi perkembangan
pasangan usia subur ( PUS ) yang ada. Meningkat dan menurunnya kedua indikator ini berperan

besar dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang ditunjukan dengan menurunnya rata-rata
jumiah anak dalam keluarga.

Hasil Evaluasi terhadap kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dinilai belum maksimal. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator yang mengalami penurunan.
Paniéibési-éngkatan kerja menurun dari 66 % pada tahun 2012 menjadi41,37 % pada tahun 2016..
Hal ini menunjukan bahwa semakin besar peran serta perempuan dalam pengambilan kebijakan-
kebijakan, baik yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan secara khusus
. maupun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan.masyarakat secara umwm.
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] Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas’Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012-2016

ST N N ! ':
{ : L Realisasl Anggaran Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tshun ke-
: Anggaran pada Tahun ke- pada Tahun ke-
No Prognam i st
1 2 , 3 ] 4 5 1 2 3 4 $ 1 2 3 4 5
3934 347.320. 151154862 1.570.852.63 -
8 | Keuarpaserencena { 1575278002 ;5”3“'62 1‘"’-‘“93 339533‘50 1.405.957.000 ;347 B ! 2050362824 | 112353625 | 9751 [ 100 a3 | s5ss | 7001
Z | Pesymm Korramseos: [ 54750000 | 130050000 | 143186000 | 146618000 | 27637000 | 54750000 | 125991000 | 143191000 | 146618000 200106000 | 100 | 9765 | 100 100 87.92
i ;"::" Regroddkst ‘ 0 30044 000 130109200 | 109976100 | 179870000 | 0 29.960000 138877100 | 108.976.100 120588000 | O %972 WA 100 o
<8
4 PenymEpsn ] -
pendeTong kaLTpX bns ! 133 844,000 204.829 300 302846000 | 346.401.000 426.845.450 138.844.000 204538500 300.600.000 346.301.000 361.133.900 100 99,86 82k 8997 8461
keiuape ' :
5 = = . |
oenngamn KENE NGB | o 609000 449275100 | 68547800 | 135248000 | 71878500 63610000 | 407460500 | 68547.300 135228000 | 71828500 9550 | %089 | 10 5958 | 5993
5 Keszesam ¥eogien 1 = T
PemoprEsn  Komles Asse | 17610000 120900 000 83321950 " 40.785500 113.645.500 17.609.000 105265.1%6 83.321.950 37.785.500 110625.500 99,99 8707 100 S254 97,34
Sz Peerpam i
7 Cempar e ?
Kewmbapesn i . .
| Pepruszavas  Geder A 16771000 158674 433 91244000 103.185.000 138 648.500 16.771.000 158236.992 91.171938 103.189.000 110690550 100 K72 ==k 108 7972
| o2 Anec H
£ ; FenmprEen reE Sy x| b
| Fesemzn Getow cEe 1 102753600 438375000 51154'150 Q 0 $8.595.500 43.376.000 61.064 000 0 0 9595 10¢ 100 Q (s}
| Perparpunen i A

Berdasarkan table 2.5 bahwz dari 8 program sebaga! bagian dari pencapaian target tahun 2012 — 2016 hanya 1 program yang tidak didanai pada tahun 2015 dar
tahun 2016, sehinggz terbaca pada realisasi 0% seda_ngka,r_}' rasio antara target dan realisasi program pada tiap — tiap program realisasinya rata — rata >90%.

SRR R 2 e Y
S s A R
BEEREERL S
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24 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi perangkat daerah
241 Tantangan
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Organisasi
perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Sampai saat ini belum penetapan KB sebagai program investasi yang strategis
dalam ,mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
pembangunan ekonomi daerah.

b.  Kelembagaan KB yang dibentuk dengan nomenklatur yang berbeda dengan
kelembagaan pusat, akan berdampak pada program KB yang dapat dilaksanakan
di daerah,

¢. Tenagalapangan ( PKB/PLKB) di alih tugaskan sehingga mekanisme operasional
fini lapangan cenderung terhambat, yang berakibat pada melemahnya program -

7 «secara:keselurulvan.termasuk-kesertaan- ber-#B-tenaga-lapanganflini:lapangan
-yang ada kemudian tidak dapat melakukan tugasnya akibat tidak ada dukungan
anggaran dan tunjangannya.

d. Penyelenggaraan KB dan Kesehatan reproduksi masih belum mantap jika dilihat
dari aspek kesetaraan dan keadilan gender.

e. Masih tingginya Wanita usia subur yang miskin yang akan berdampak pada
kualitas Sumber daya Manusia

f. ~Kondisi lemahnya ekonomi mempengaruhi daya belitermasuk kemampuan

membeli alatdan obat kontrasepsi. Sementaraitu keluarga miskin padaumumnya
mempunyai anggota keluarga yang cukup banyak. Kemiskinan menjadikan
mereka relatif tidak memiliki akses dan bersifat pasif dalam berpartisipasi untuk
meningkatkan kualitas diri dan keluarganya.

. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembinaan ketahanan keluarga terutama

[{=]

pembinaan tumbuh kembang anak masih lemah. --

h. Kesulitan geografis dan ifrastruktur transportasi serta askes informasi yang
menjadi tantangan bagi masyarakat untuk menjangkau pelayanan Kb dan
jangkauan pelayanan terhadap peningkatan kualitas hidup Perempuan dan anak.
Mengingat tantangan masa depan yang semakin kompleks,perlu dilakukan

i.  Pemahaman dan komitmen para pengambii kebijakan mengenai pentingnya

pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan
masih kurang.
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j Kelembagaan Pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan,

k. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam
perwujudan kesetaraan dan keadilan gender,

l. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat
faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi
dalam keluarga,

m. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring

dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam

upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan  anak menyebabkan

~ Pencegahan, -penanganan, - dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum. berjalan
- secara efektif e : '

n.

0. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu
identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan
hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

p. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi

organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak

242  Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Organisasi perangkat

daerahpada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: "

*  Adanya regulasi dan kelembagaan di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah

a. Kesulitan geografis dan ifrastruktur transportasi  serta askes informasi yang
menjadi peluang kepada daerah untuk memanfaatkan tenaga pendamping lokal
yang berasal dari wilayahnya untuk mendekatkan peiayanan di maksud.

b.  Adanya Akses informasi dan sarana telekomunikasi setempat terhadap jangkauan
pelayanan KB dan peningkatan wawasan perempuan.

C. Adanya forum komunikasi ( Forkom )/ lembaga  secara nasional sampai di
daerah yang memberikan perhatian terhadap perempuan dan anak .

d.  Donor agency yang memberikan perhatian pada perempuan dan anak.
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. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD,
memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.

Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB
dalam pemberdayaan perempuan, perfindungan perempuan dan anak, seperti
UNICEF dan UNDP.

. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan
internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan
PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana AKsi Beijing, Konvensi
Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang
Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan
Berkeianjutan (SDG's) Tahun 2015-2030).

- ‘Banyaknya potensi kelembagaan yang meniiliki kepedulian terhadap kasus-kasus
- -perempuan.dan anakryang.dapatx!iop!imalkanperannya‘daiam'fpenahganan kasus
terkait perempuan dan anak.

Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kahupaten/Kota Layak Anak
memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.
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BAB I
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:
a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah. .
3) Kurang memadainya sarana dan prasarana.untuk menunjang pelayanan perangkat dagrqh. ;

b. Permasalahan Terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana
v" Rendahnya partisipasi pria (suami) dalam program KB

v" Masih banyak kehamilan dengan “4 terlalu” yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan
lerlalu dekat
v" Minimnya lenaga penyuluh KB dengan dasar keilmuan di bidang kesehatan reproduksi dan
keluarga berencana
v Terbalasnya ketersediaan alat kontrasepsi
v" Pengambilan keputusan untuk ber-KB bagi Pasangan Usia Subur masih sangat bergantung
pada keputusan keluarga
v" Kurangnya dukungan lintas sektor dalam KB |
v Upaya pengakhiran masa reproduksi bagi pasangan dengan jumlah anak lebih dari 4 (empat)
atau usia ibu lebih dari 35 tahun dengan metode operasi wanita dan metode operasi pria,‘
belum dilaksanakan secara oplimal, baik dan aspek biaya, tenaga penyuluh, dan tim
kesehalan, ’
¢. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
v" Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam strukiur
pemerintahan dan organisasi politik belum optimal
v' Penghargaan, perindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial,
ekonomi, budaya dan politik belum memadai
v" Penerapan Pengarusulamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan,
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kelembagaan, dan kebijakan anggaran belum optimal
‘ v Lembaga perindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum banyak
berperan sacara maksimal

v Fasilitas sarana prasarana publik yang tersedia belum semuanya responsif gender

2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Flores Timur dalam RPJMD adalah Flores Timur
Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata Unsur visi yang terkait dengan tugas dan
fungsi organisasi perangkat daerah adalah Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, dan
Pembinaan, Pengordinasian, dan pengendalian urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
“Berencana, Pemberdayaan-Perempuan-dan Perfindungan Anak.
-+ -..Dalam.rangka.pencapaian visi.diatas, misi.pembangunan,jangka:menengah dalam:RPJMD
---adalah sebagai berikut:

1. selamatkan orang muda Flores Timur
2. selamatkan infrastruktur
3. selamatkan tanaman rakyat
4. selamatkan laut Flores Timur
5. dan reformasi birokrasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, organisasi perangkat daerahmendukung pencapaian
misi ke 1 yakni selamatkan orang muda Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan organisasi
perangkat daerah adalah Terselamat kannya orang muda dari masalah sosial budaya dengan
sasaran Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dan Meningkatnya peran perempuan. anak
serta perlindungan terhadap perempuan dan anak

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan
misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.
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Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapalan Visi Dan Misi Kepala Da
Dan Wakil Kepala Daerah

| budaya

Misi, Tujuan dan
Sasaran RPJMD
Misi: Sclamatkan

Orang Muda Flores
Timr

Tujuan: Terselamat
kannya orang muda
darl masalah soslal
Sasaran:
Meningkalkan derajat
Kesehatan masyarakat

Permasalahan Polayanan
Perangkat Dacrah
Rendahnya partisipasi pria

(suami) dalam program KB

Masih  banyak  kehamilan
dengan "4 leralu® yaitu
terlalu muda, terlalu lua,
tedalu banyak, dan terlalu
dekat

Minimnya lenaga penyuluh
KB dengan dasar keilmuan di
bidang kesehatan reprocuksi
dan keluarga berencana

Terbalasnya  ketersediaan
alat kontrasepsi
Pengambilan  kepulusan

untuk ber-KB bagi Pasangan
Usia Subur masih sangat
bergantung pada kepulusan
keluarga

Kurangnya dukungan lintas
sektor dalam KB

Upaya pengakhiran masa
reproduksi  bagi pasangan
dengan jumlah anak lebih
dari 4 (empat) atau usia ibu
iebih dari 35 tahun dengan
metode operasi wanita dan
melode operasi pria, belum
dilaksanakan secara oplimal,
baik dari aspek biaya, lenaga
penyuluh, dan tim
kesehatan,

At i e e

Faktor i
Penghambat |  Pendorong
Timgkat Adanya melode
Pemahaman kontrasepsi Pria
lentang
kesertaan KB
yang masih | Peningkalan
rendah kuantitas dan
Kualitas Tenaga
Rendahnya Lini Lapang
kuantitas = dan ' B
kualitas denaga “
lini lapangan "Distribusi Alkon
dari Provinsi
Minim
Pengangaran Adanya
Penyediaan komitmen kepala
ALOKON daerah untuk
meningkatkan
Kurangnya derajat
pelayanan KIE di | kesehatan
Lini Lapangan masyarakat

2
2
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r‘”‘F Misi A e r—
No s:lailérTal:u]l;zang Pefmasalahan Pelayanan Faktor
= erangkat
Meningkalnya peran | gkat Daerah Pl?e}?ghambat AdPendorong
perempuan. anak elaksanaan anya
perfindungan lemasdear:)a Egrrsggaipefempuan tg(zjilam Perencanaan komit)rlnen kepala
idang | dan daerah untuk

xerempuan dan an

| peremp ak gzlrgrt%antgunan lerutama | penganggaran | meningkatkan
‘ sru_ktur_peme_nntahan responsif gender | Pemberdayaan

an organisasi politik beium | belum optimal Perempuan

optimal

Penghargaan, perlindungan

dan pemenuhan hak dasar

perempuan dalam kehidupan | terbatasnya

sosial, ekonomi, budaya dan | anggaran

politik belum memadai program  untuk
Penerapan, . . ... . .{mendukung PUG {-Adanya: =
| pengarusutamaan  gender | dan . | kerjasama yang
;' ldalam perumusan-peraturan [Perencanaan - baik-antara
perundang-undangan, dan pemerintah
kelembagaan, dan kebijaken | penganggaran | daerah dan
anggaran belum optimal responsif gender | instansi terkait

Lembaga perlindungan dan melalui lembaga
pemberdayaan perempuan | Terbatasnya P2TP2A

dan anak yang ada belum | personil  yang
banyak berperan secara melayani
maksimal penanganan
Fasilitas sarana prasarana | kasus kekerasan
publik yang tersedia belum | terhadap

semuanya responsif gender | perempuan dan
anak

I—

33 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.3.1 Telaahan Renstra K/L

n ini mengemukakan apa sajafaktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor
ngaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari

Renstra OPD Provinsi‘kabupaten/kota -

Bagia
dari pelayanan OPD yang mempe

pendorong
pun

sasaran jangka menengah Renstra K/L atau

2
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Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Organisasi perangkat daerah Dinas Pengedalian Penduduk dan KB,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
berdasarkar Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
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Penanganannya
Sasaran Jangka
No | Menengah Renstra Permasalahan Pelayanan Senagal Fautor
KIL Perangkat Daerah Penghambat Pendorong
1 | Meningkatnya gnmetneed tinggi Kurangnya Adanya
_ ernikahan perempuan di pemahaman komitmen
Rata'-Rala Usia b_awah 20 tahun Masyarakal peningkalan
Kawin ~ Pertama | dikarenakan tekanan dalam pelayanan KIE pelayanan
Perempuan ekonomi keluarga KB KB
Meningkatnya ~ DO Tinggi dan rendahnya “Rendahnya 1 ~ Peningkalan
-penduduk yang ber * | lingkat kepersertaan KB - kualitas - Kualitas
KB pelayanan KB Pelayanan KB
2. |a. Meningkatnya o Peran perempuan dalam | Pelaksanaan Adanya
capaian  indeks |  berbagai bidang Perencanaan dan |  komitmen
pembangunan pembangunan terutama penganggaran kepala daerah
gender datam struktur responsif gender | untuk
pemerintahan dan | ; ]
organisasi politik belum belum optimal. meningkatkan
optimal; « Terbatasnya Pemberdayaan
b. Meningkatnya e Penghargaan, anggaran Perempuan
capaian  indeks | perfindungan dan program untuk
pemberdayaan pemenuhan hak dasar mendukung PUG
gender perempuan dalam dan Perencanaan
kehidupan sosial, dan
ekonomi, budaya dan
politik belum memadai; penganggaran
responsif gender
3 |a. Berkurangnya Penerapan o Terbalasnya Adanya
«asus  kekerasan |  Pengarusutamaan gender | personil yang kerjasama
dalam perumusan melavani e
S peraturan perundang- pena)r{\ganan 3e:nt::;]ra
persmpuan undangan, kelembagaan, i
termasuk TPPO dan kebijakan anggaran kasus kekerasan pemerintah
belum Optimal - terhadap daerah dan
" |b. Meningkatnya Lembaga perfindungan perempuandan | instansi terkait
kualitas dan pemberdayaan anak melalui
perempuan dan anak yang
penanganan kesus ada belum banyak
kekerasan berperan secara maksimal
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Permasalahan Pelayanan

Sebagai Faktor

B Dipindai dengan CamScanner

i ! KIL Perangkat Daerah Penghambat Pendorong

T emadap lembaga

k. 1 perempuan PITP2A

f ' temasuk TPPO

]

K 'a. Meningkalnya » Fasilitas sarana « Terbatasnya » Adanya

1 implementasi prasarana publik yang personil yang kebijakan

E kabupaten/kota tersedia belum melayani tentang

| layak  anak  di semduanya responsit penanganan perlindungan

§ Indonesia. e kasus kekerasan | terhadap

b b. Meningkalnya terhadap perempuan dan |

kualitas perempuandan | anak

L simplementasi | sanak - :

s kebijakan terkait

§T perlindungan

i khusus  kepada

anak

' [5 | Meningkatnya « Pengetahuan dan |{e Adanya

1 partisipasi dan kepedulian beberapa

| sinergitas  lembaga organisasi organisasi

; profesi dan dunia masyarakat dan masyarakat

| usaha, media, dan LSM dalam dan LSM yang

: organisasi  agama Pemberdayaan bergerak di

i dan kemasyarakatan perempuan dan bidang
serta akademisi dan perlindungan Pemberdayaan
lembaga riset dalam anak masih perempuan dan
pemberdayaan kurang perlindungan
perempuan dan anak
perlindungan anak

S


https://v3.camscanner.com/user/download

Zunstra DPZIETEA Tabun 2017 - 2022

3.3.2 Telaahan Renstra Organisasi perangkat dacrahProvinsi (Bagl Kabupatenfkota)

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Analisis pormasalahan, laklor pandorong dan faklor penghambat dalam pencapaian visi dan

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Organisasi perangkat daerahProvinsi/Kabupaten/Kota ......
berdasarkan Sasaran Renstra Organisasi perangkat daerahProvinsi beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
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Sasaran Jangka Sebagal Faktor
Menengah
No Rens‘tra Permasalahan Pelayanan
Organisasi Perangkat Daerah Penghambat Pendorong
perangkat ,
daerahProvinsi
1. |'Meningkatnya “Unmetneed tinggi “Kurangnya - ~ Adanya
Pernikahan perempuan di pemahaman komitmen
Rata-Rata Usia | bawah 20 tahun Masyarakat peningkatan
Kawin Pertama | dikarenakan tekanan dalam pelayanan KIE pelayanan
Perempuan ekonomi keluarga KB KB
Meningkatnya DO Tinggi dan rendahnya Rendahnya Peningkatan
penduduk yang ber tingkat kepersertaan KB kualitas Kualitas
KB pelayanan KB Pelayanan KB
2 | Meningkatnya « |PG meningkat namun Pelaksanaan Adanya
indeks relatif rendah dibandingkan Perencanaan dan | komitmen
pembangunan kondisi ideal sebesar 100. penganggaran kepala daerah
gender dan indeks e Angka Harapan Hidup responsif gender |  untuk
pemberdayaan perempuan relatif rendah belum optimal. meningkatkan
gender dibandingkan daerah lain. Terbatasnya Pemberdayaan
e Rata-rata lama sekolah anggaran Perempuan
relatif rendan dibandingkan program untuk
daerah lain. mendukung PUG
o DG relatif rendah dan Perencanaan
dibandingkan kondisi ideal dan
dan daerah lain. penganggaran
o Keterlibatan perempuan di |  responsif gender
lembaga legislatif relatif
rendah, terfihat dari rasio B S
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menjadikan perempuan
sangal rentan terhadap
kekerasan.

¢ Rendahnya perlindungan
terhadap tenaga kerja dan
buruh migran perempuan,
ditunjukkan dengan
terjadinya kasus-kasus
perlakuan buruk terhadap
buruh migran.

o Belum optimalnya peran
kelembagaan perfindungan
hak perempuan.

[ | SasaranJangka | ————— .
Menengah Sebagai Faktor
No O'zeannir:si Pen;asalahan Pelayanan
eranghat erangkat Daerah Penghambat Pendorong
daerahProvinsi
Keterwakilan perempuan
dalam parlemen.
* Kesenjangan pendapatan
antara laki-laki dan
perempuan tergolong
tingqi, terlihat dari
pendapatan yang diperoleh
penduduk laki-laki dan e
_ penduduk perempuan. E
3 | Meningkatnya -+ <Tingginya kasus kekerasan {s Jerbatasnya - - ~-{e-Adanya -
penanganan kasus terhadap perempuan, personil yang kerjasama
kekerasan terfihat dari jumlah kasus melayani yang baik
terhadap kekerasan terhadap penanganan antara
perempuan perempuan dan jumlah kasus kekerasan pemerintah
kasus KDRT. terhadap daerah dan
o Perempuan banyak perempuan dan instansi terkait
menjadi obyek pornografi, anak melalui

lembaga
P2TP2A

3 | Terimplementasika
nnya
kabupaten/kota
layak anak dan

Terjadinya berbagai praktik
buruk yang mengancam
hak-hak anak, seperti
pekerja anak perkawinan
anak, dan anak

 Terbatasnya
personil yang
melayani
penanganan
kasus kekerasan

¢ Adanya
komitmen
kepala daerah
untuk

mengembangk

(8 Dipindai dengan CamScanner
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Sasaran Janglq

Menengah

()li"\;;=.ar:]si;r‘;zSi Permasalahan Pelayanan
Peran

ranors gkat Daerah

daerahProvins;

perlindungan thadaax
nd
khusus anak (A8 Pan dengan hukum

* Munculnya berbagai tindak
kekerasan terhadap anak

* Belum terpenuhinya hak-
hak anak seperti akte
kelahiran, PAUD, hidup

- -sehat, sekotah-ramah anak,

- Puskesmas ramah anak,

dan pengasuhan yang

\J aman,

!

Renstsa DPZRBPIA Tatkun 2017-2022

anak

N Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
terhadap an Kota Layak
perempuan dan Anak

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah kepulauan. Dengan demikian, potensi
untuk pengembangan wilayah meliputi pengembangan kawasan darat dan kawasan laut.
Kabupaten Flores Timur mempunyai potensi yang beranekaragam dalam berbagai aspek,
seperti kondisi fisik, penggunaan tanah, sistem transportasi dan juga memiliki komoditi-
komoditi unggulan yang potensial. Untuk menunjang pertumbuhan wilayah, potensi yang
dapat dikembangkan serta dikelola lebih lanjut adalah bidang pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kelautan, industri, pertambangan dan pariwisata. Lebih jelasnya

dapat di lihat bada Tabel 3.4.1 di bawah ini.
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permasalahan Pelayanan opqqn: Tabel 3.4
Rencana Tata Ruang wijj 9anisasi perangkat daerahberdasarkan Telaahzn
! a){f:'h beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasian Penangananiiya

[~ | Rencana Tata Ruang—T——

No Wilayah dan Tatgy Ruang Permasalahan Faktor
Wilayah terkait Tugas dan Pelayanan per. angkat
Fungsi Perangkat Daerah Daerah Penghambat | Pendorong
B terwujudnya
pengembangan wilayah
meliputi pengem
kawasan dFaJratgdanbka'ngan i 1o | okt Acanya
awasan | Masih banyak kehamilan | Pemahaman Program
laut. Pengembengan dengan “4 terlalu” yaitu | tentang Keluarga

Wilayah meliputi adalah terlalu muda, terlalu tua, | kesertaan. KB ‘Berencana
terlalu banyak, dan teralu | yang -masih, < dlain

bidang pertanian, - mas
1 =& perkebunan; petemakan, ' ekt - +|rendah Pelayanan
perikanan dan kelautan, Kontrasepsi
industri, pertambangan dan
pariwisata
Penghargaan, Pelaksanaan Adar:nya
perlindungan dan |perencanaan komitmen
pemenuhan hak dasar dan kepala daerah
perempuan dan an_ak penganggaran untu!<
dalam _kehldupan sos!gl, responsif gender meningkatkan
ekonomi, budaya dan politik Pemberdayaa

belum optimal
e n Perempuan

belum memadai penerapan

B Dipindai dengan CamScanner
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3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

permasalahan Pelayanan Organisasi
beserta Faktor Penghambat dan

No

Tabel 3.5

Denstra DPZREPIA Takun 2017-2022

perangkat daerah berdasarkan Analisis KLHS
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Hasil KLHS terkait Tugas dan
Fungsi Organisasi perangkat
daerah{(Nama Program yang
Memberikan Dampak
Lingkungan

Permasalahan
Pelayanan
Perangkat Daerah

Faktor

Penghambat

Pendorong

kondisi kehidupan yang
memungkinkan orang muda
Flores Timur dapat
mengaktualisasi diri pada aspek
ekonomi, sosial dan budaya
dalam kehidupannya

“Upaya
Pengaktualisasi
Orang Muda pada
aspek Ekonomi,
social dan Budaya
bukan menjadi
tupoksi utama dari
Dinas P2KBP3A
sehingga perlu
adanya senirgi
dengan perangkat
daerah lainnya

Adanya

Program

Keluarga
Berencana,

* {~Pengembang

Pembentukan
karakter orang
muda tidak
hanya tugas

. an Pusat

*|informasi dan

Konseling
Kesehatan
Reproduksi
Remaja,
Peningkatan
Kulitas Hidup

dan
Perlindungan
Perempuan,
Peningkatan
peran serta
dan
kesetaraan
Gender
dalam
Pembanguna
n

dan fungsi
DP2KBP3A

. 35 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari'gambaran umum badan dserta tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan serta menelaah
sasaran jangka menengah rentra K/L serta factor-faktor yang mempengaruhi permasalah pelayanan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perfindungan Anak maka isu strategis
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui

yang perlu ditangani oleh badan Dinas Pengendalian
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renstra Dinas Pengendalian Pendudyk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagai berikut -

v' Rendahnya partisipasi pria (

suami) dalam program KB
v

Masih banyak kehamilan dengan *4 terlalu” yaitu tertalu muda, terlalu tua, teralu banyak, dan
terlalu dekat

Minimnya tenaga penyuluh KB dengan dasar keilmuan di bidang kesehatan reproduksi dan
keluarga berencana

Terbatasnya ketersediaan alat kontrasepsi

Pengambilan keputusan untuk ber-KB bagi Pasangan Usia Subur masih sangat bergantung pada
keputusan keluarga

v Kurangnyadukungarrintas sektordatam k8 - e
+Upaya: pengakhiran:masa:teproduksi:bagi:pasangan:dengan:jumiah-anaklebih: dari4,{empat) . .
- atau usia ibu lebih dari 35 tahun dengan metode operasi wanita dan metode operasi pria, belum
dilaksanakan secara optimal, baik dari aspek biaya, tenaga penyuluh, dan tim kesehatan.
Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan
dan organisasi politik belum optimal
v Penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial,
ekonomi, budaya dan politik belum memadai
v' Penerapan Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan,
kelembagaan, dan kebijakan anggaran belum optimal
v Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum banyak
berperan secara maksimal
v Fasilitas sarana prasarana publik yang tersedia belum semuanya responsif gender

(8 Dipindai dengan CamScanner
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

41 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi perangkat daerah |
Tujuan dan s '
Ju asaran jangka menengah yang akan dicapai oleh organisasi perangkat daerah dengan

mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur diuraikan sebagai berikut
Terselamatkannya orang muda dari masalgh sosial budaya :
Dengan sasaran sebagai berikut

a. Meningkatkan derajat Kesehat
b.

1.

an masyarakat

Mem.ngkamya-mianperempuamanak serta perindungan-terhadap-perempuan-dan-anak-

Secara ringi tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran organisasi .
perangkat daerahdisajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
" Tahun 2017 - 2022

Kx"wi'f ' Target Kinerja Sasaran Target
Tujuan Sasaran ndikator Sasaran | Satuan Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | AKhir
Ta0 | ket | ke2 | ked | ked | kes |RENSUE
rselamatkann | Meningkatkan Cakupan PUS _
orang muda | derajat Kesehatan Pesertz KB Aktif % 56.25 65 65 |68 68 68 68
i masalah | masyarakat ~
sial budaya akupan % | 70 70 70 |70
: ! Akseptor Baru s 70 "0
Jumlah PIK
Remaja Yang PIK 24 Al 5 5 5 5 55
Akif
Jumlah Tenaga
Pendamping Bina | - o000 | gg 80 80 | 80 80 | 80 400
Keluarga yang :
dibina
Meningkatnya Presentase
peran Pefemp“ar?' Kasus Kekerasan
anak Sera | Terhadap 20 20 20 |20 20
perlindungan Perempuan dan 120 2 2
terhadap anak yang
perempuan  dan|  guangani
anak S
Jumlah Lembaga || opaoa | 8 19 20 |19 19 85
| Perempuandan |__ t
32 |
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Kondisi
Awal

Target Kinerja Sasaran

Tahun 0

Tahun
ke-1

Tahun
ke-2

Tahun
ke-3

Tahun
ke-4

Tahun i
ke-5

— e ———]

Target
Akhir
Renstra

anak yang
terbina

Jumlah Lembaga
Perempuan dan
anak yang
difasilitasi

Lembaga

28

47

56

85

|

Jumlah
Perempuan yang
diintervensi

Orang

250

75

150

125

125

875

Partisipasi
Angkatan Kerja

%

Perempuan

4,37

65

65

65

65

65

Rt atdl
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Organisasi perangkat daerah Strategi
5.11  Strategi
Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:
1. Meneguhkan kembali program KB terutama ke tingkat lini lapangan dan memantapkan
komitmen program dan dukungan segenap stakeholders” yang ada melalui advokasi
“~,dukungandana;sarana dan-prasarana yang'memadai-dalam mendukung-petaksanaan

. =pregram.

2. Peningkatan kapasitas sistem pelayanan program KB melalui pembinaan sumber daya
manusia, (pengelola dan pelaksana) program serta institusi Masyarakat lini lapangan,
jaminnan ketersediaan pelayananan dengan stadar mutu yang berkualitas bagi

Masyarakat yang membutuhkan.

3. Peningkatan kualitas peran Perempuan dan anak

5.1.2. Kebijakan
Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Menata kembali program dan kelembagaan
2. Memberdayakan dan menggerakan masyarakat untuk membangun keluarga sejahtera

dan berkualitas

3. Menggalang kemitraan dan peningkatan kesejahieraan dan ketahanan keluarga serta
' akses dan kulaitas pelayanan KB/KR
4. Meningkatkan Promosi,perfindungan ,dan upaya perwujudan hak-hak reproduksi serta
‘meningkatkan kualitas dan akses informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja
5. Meningkatkan kelembagaan dan jejaring pelayanan KB :

34
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6. T
Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jarigan pengarusutamaan gender dan anak

dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi berbagai kebijakan, peningkatan kualitas

perlindungan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan partisipasi Masyarakat
Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Organisasi perangkat
daerahdapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Organisasi perangkat daerah

Tahun 2017 - 2022

vNo

dan pelaksana) program serta

institusi ~ Masyarakat lini
lapangan, jaminnan
ketersediaan  pelayananan

dengan stadar mutu yang
berkualitas bagi Masyarakat
yang membutuhkan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
lgzdamt(:(:"gyﬁ Meningkatkan | Meneguhkan kembali |« Menata  kembali
masaﬁah sos?e:: ﬁrsaéflgtan Erog};(ratm |'K'B Iterutama dke program dan

~1-budaya -~ |.Inasyarakat - ingkat A apa_r]gan. el kelembagaan—
memantapkan komitmen
. }xprogeam. » ..dan .. .dukungan
segenap stakeholders” yang
ada  melalui  advokasi
.dukungan dana,sarana dan
prasarana yang memadai
dalam mendukung
pelaksanaan program
a. « Peningkatan kapasitas sistem | «  Memberdayakan dan
pelayanan  program KB menggerakan
melalui pembinaan sumber
daya manusia,  (pengelola masyarakat  untuk

membangun keluarga

sejahtera dan
berkualitas
Menggalang
kemitraan dan
peningkatan
kesejahteraan  dan

ketahanan keluarga

serta akses dan
kulaitas  pelayanan
KB/KR |
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e o st

Sasaran

Strategi )

Kebijakan

¢ Meningkatkan
Promosi,perlindungan
,dan upaya
perwijudan hak-hak
reproduksi  serta
meningkatkan
kualitas dan akses
informasi dan
konseling kesehatan

- ~rgprodukstremaja ;

i dvei-Meningkatkan - - -

kelembagaan  -dan-
jejaring pelayanan KB

Meningkatnya
peran
perempuan.

anak serta
perlindungan
terhadap
perempuan
dan anak

Peningkatan kualitas

pelayanan serta peran
Perempuan dan anak

Memperkuat
kelembagaan, koordinasi
dan jarigan
pengarusutamaan gender
dan anak dalam
perencanaan

kebijakan, |
kualitas
terhadap.

berbagai
peningkatan
perlindungan
perempuan
serta peningkatan

partisipasi Masyarakat

2A
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KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Keaqi i
egiatan Dinas Pengedalian Penduduk dan Keluarga berencana

pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ha yang akan di ima. tahun
. vacai berict g akan dilaksanakan selama lima

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

© o ~N @ o A L

10.

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan-jasa kebersihan kantor

“Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan '
Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

6.
C. Program Peningkatan Kapasit
1.

2.

D. Program Peningkatan pengembangan
1.

2. Penyusunan pelaporan keuang
3. Penyusunan Dokumen Kepegawaia

Pembangunan gedung kantor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasfoperasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
as Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal
Latihan Dasar Umum PLKB

Penyusunan laporan capaian kinerja
an akhir tahun

o dan Dokumen PAK PLKB

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
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E. Program Keluarga Berencana

1. Penyedi /
yediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga miskin

Pembinaan Keluarga Berencana

2

3. Review Kemitraan dalam Pelayanan KBKR
4. Orientasi PLKB
5

Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta pengadaan perlengkapan saran
kerja
6. Pembentukan Kampung KB
F. Program Pelayanan Kontrasepsi
1. Pelayanan Konseling KB

2. Dukungan Operasional bagi Klinik KB (Kec dan PKBRS)
3. Dukungan Operasional bagi PLKB
"G ‘Program‘Pengembangan Pusat informasi'dan'Konseling KRR
1. Orientasi Kesehatan Reproduksi Remaja ( SMP / SMA )
H. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
2. Orientasi Kader Pendata dan Sarasehan Hasil Pendataan
I Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
2. Perumusan Kebijakan tentang Perlindungan Perempuan dan anak
J.  Program Penguatan Kelembagaan Pengan_lsutamaan Gender dan Anak
1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
2 Pembentukan dan Fasilitasi Pengembangan Forum P2TP2A
3. Pembentukan dan Fasilitasi Forum anak
K. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 Sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
2 Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan
L. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
2. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

Untuk lebih jelas dapat teriihat pada tabel 6.1
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindingan Anak adalah ketersediaan indikator kinerja
yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat
ukuruntuk menilai keberhasilan Pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, Keberadaan indikator
sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja
menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai
ketercapaian Kinerja pembangunan dzerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator
menjadi ukuran keberhaSiJan.pencapaianmjuandan sasaran.pembangunan; seftaprogramdankegiatan® -
yang telah dirumvskan dalam dokumen perencanaan. £13 o

Indikator kinerja yang mengacu pada fujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang
Secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh organisasi perangkat daerahdalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target
indikator kinsrja organisasi perangkat daerahyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan
diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan
menjadi bahan dalam pelaporan kinerja organisasi perangkat daerahselama lima tahun, sehingga perlu
dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD secara ringi dapat
dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.
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Indikator Kinerja Dinas pe
Perempuan dan Perjing

Ngendalian pe
Ungan Anak y

Tabel 7.1

Tahun 2017 2022

Densta DPZKEPIA Takun 2017~ eozze

nduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
ang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

/—r‘"\j\ﬂ
m Target C Setiap Tat | Target
i arget Capaian Setiap Tahun a
NO Indikator Satuan & . Akhir
Tahun | Tahun | Tahun [ Tahun | Tahun | Tahun RPJMD
— | ke ket | ke2 | ke-3 | ked4 | ked
1 Cakupan PUS .
Peserta KB AKif to 56,25 65 65 68 68 68 68
9 | Cakupan Akseptor 0\
Baru o 70 70 70 70 70 70 70
3 | Jumlah PIK Remaja | |
Yang Aktif PIK 24 11 5 5 5 5 95
14 Jumlah Tenaga A
Pendamping Bina Orang 80 80 80 80 80 80 400
Keluarga yang dibina s
5 | ~Presertase Kasus
..{- Kekerasan Terhadap ,
Perempuan dan anak | 120 20 20 20 20 20 20 96
yang ditangani
) Jumlah Lembaga Lamb
Perempuan dan anak aem 49 1 8 19 20 19 19 85
yang terbina
7 Jumlah Lembaga
Perempuan dan anak :embag 0 0 8 28 47 56 85
yang difasilitasi
8 | Jumlah Perempuan | o 250 0 75 150 125 125 875
yang diintervensi
Q | Partisipasi Angkatan % 44,37 65 65 65 65 65 65
L Kerja Perempuan
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BAB VI
PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tanun
2017-2022 adalah selama ima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serla mengi!
kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Rensira Tahun 2017-2022 dapat
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Organisasi perangkat daerah tahun 2017-
2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 - 2025.

8.2/Kaidah:Pelaksanaan . sy

-Beberapakaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk =~ - . - —
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores
Timur Tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Organisasi perangkat daerah agar mendukung pencapaian
target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan
sebaik-baiknya.

9. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Organisasi perangkat
daerahdapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Organisasi perangkat daerahakan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi
pérangkat daerahyang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima
tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka
Penyusunan Renja Organisasi perangkat daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat
Daerah.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka

periu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil e
dan kegiatan Renstra secara berkala.
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5. Apabila terjadi
fadi perubaha
\ kebi
dapat dilakukan perubahakGbllakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka
Pemberdayaan Perem " Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
kaidah dan ketent puan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur sesuai dengan
uan perundang-undangan yang berlaku.

Lanrantuka,
epala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Pergmpuanndan Perlindungan Anak

‘Kabupaten Flores. Timur,
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